Manusia dalam menjalani kehidupan sosial tidak mungkin lepas dari
aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi antar manusia melahirkan begitu
banyak jenis-jenis transaksi yang dikenal dengan istilah akad. Dalam
Islam, hukum aktivitas dan transaksi keuangan dibahas dalam tajuk
fikih muamalah. Fikih muamalah merangkum segala aspek hukum

ekonomi syariah.

Buku ini membahas akad-akad dasar yang digali dari ijtihad ulama
klasik. Mengenal konsep akad-akad dasar yang memenuhi standar
syariah sangat penting dilakukan sebelum masuk ke dalam
perkembangan dan implementasinya pada era kontemporer. Buku ini
juga menyajikan konsep akad dengan metode komparasi mazhab yang
ditujukan untuk memperluas pemahaman pembaca. Buku ini penting
untuk dimiliki karena membahas akad-akad dasar serta beberapa

implementasinya pada era kontemporer.
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dan mengampu mata kuliah fikih muamalah. Penulis juga berhasil
menghasilkan beberapa karya tulis, baik dalam jurnal nasional
terakreditas maupun buku ber-ISBN. Salah satu buku penulis “Rukyat Hisab Waktu
Salat” dapat diakses penuh di laman repository UINSU.

sssssssssss

9" 786239 " 893835

v\j CV. TUNGGA ESTI

=
(S
=
=
o
=2
=
o
0
<
o
o
—
&

yerreAg rmouodqg wnny disurig uep 1103,

HVIVINVOIN HIIIA

Rahmat Hidayat, Lc., M.H.I

F
AN
VIUANVIALAE

eori Dan Pr|n5|p |
Hukum Ekonomi Syarlah

nl wl '

Lkl

i



FIKIH
MUAMALAH

Teori Dan Prinsip
Hukum Ekonomi Syariah

RAHMAT HIDAYAT, LC. M.H.I

Penerbit CV. Tungga Esti



FIKIH MUMALAH

Teori Dan Prinsip
Hukum Ekonomi Syariah

Penulis :
Rahmat Hidayat, LC. M.H.I

ISBN :
978-623-98938-3-5

Editor:
Fatimah Zahara, MA

Penyunting :
Ade Ayu Syahputri, A.Md

Desain sampul:
M. Igbal Syafi'l, S.Pd

Penerbit:
CV. Tungga Esti

No IKAPI:
063/SUT/2022

Redaksi:

JI. Sempurna No. 170 B, Medan - 20218
Telp. 081376526742

Email : tunggaesti2Z1@gmail.com

Cetakan pertama, Maret 2022
Copyright @2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.


mailto:tunggaesti21@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt., dengan
berkat, rahmat dan kekuatan-Nya-lah penulis dapat menyusun
buku ajar dengan judul “Fikih Muamalah: Teori Dan Prinsip
Hukum Ekonomi Syariah”.

Shalawat serta salam semoga senantiasa dihaturkan kepada
junjungan kita Nabi besar Muhammad saw., para Sahabat dan
para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Semoga buku ini
dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan ummat Nabi
Muhammad saw.

Buku ini lahir dari pandangan penulis atas pentingnya
pengetahuan sivitas akademis, khususnya kampus, dalam
memahami dan mengenal aturan-aturan dasar serta
implementasi transaksi-transaksi yang sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah. Dalam menilai legalitas suatu transaksi,
seseorang harus beranjak dari pemahaman yang benar dan
detail tentang dasar-dasar fikih muamalah. Pemahaman yang
tidak tepat berdampak pada kerancuan analisis dan simpulan
atas hukum suatu akad. Buku ini juga ditujukan untuk semua
kalangan muslim dalam rangka untuk menjaga diri dan
komunitas dari praktik-praktik ekonomi yang bertentangan
dengan prinsip syariah.

Buku ini secara garis besar merangkum tentang akad atau
kontrak-kontrak dasar dalam fikih muamalah serta
implementasi sederhananya. Pengenalan ini penting dalam
rangka membangun premis analisis atas akad terapan yang
terus berkembang dari waktu ke waktu. Bisa dipastikan bahwa
model dan skema transaksi terus berkembang dan berinovasi
dengan tetap beranjak dari akad-akad dasar. Sehingga
memahami akad-akad dasar merupakan suatu keharusan bagi
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penggiat dan pemerhati ekonomi syariah. Selain itu, buku ini
juga mencantumkan ranah cakupan Fatwa DSN MUI sesuai
dengan akad dasarnya agar dapat menjadi rujukan dan
pengembangan keilmuan pembaca.

Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari pembaca.
Seyogyanya kritik dan saran tersebut dapat bermanfaat dan
menjadi pedoman bagi penulis dalam melakukan perbaikan,
baik bagi buku ini maupun buku-buku yang akan datang.

Terima kasih juga penulis haturkan kepada orang tua, istri
tercinta dan kedua anak penulis yang memberikan dukungan
tanpa batas kepada penulis untuk dapat menyelesaikan buku
ajar ini.

Besar harapan semoga buku ini dapat memberikan
sumbangsih bagi dunia akademis, khususnya dunia hukum
ekonomi syariah dan menjadi amal jariyah bagi penulis. Semoga
berkah Allah swt. bagi kita semua. Amin.

Medan, 05 Maret 2022
Penulis,

Rahmat Hidayat, Lc, M.H.I
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam
penulisan buku ini adalah Pedoman transliterasi yang
merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya
dengan huruf latin.

1. Konsonan

£ All:lal;)ru Nama Huruf Latin Nama

| Alif Tidak Tidak
dilambangkan | dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

. Sa g it i )

a Ja J Je

c Ha i ti;lli c(l(iiigx%\?;h)

¢ Kha Kh Ka dan Ha

> Dal D De

: Zal z i i )

B Ra R Er

J Za Z Zet

o0 Sa S Es




- Sya Sy Es dan Ye
Es (dengan
oo Sa S titik di bawah)
. De (dengan
oo Dat D titik di bawah)
Te (dengan
b
Ta T titik di bawah)
. Zet (dengan
b
Za Z titik di bawah)
— ‘ Apostrof
¢ Ain Terbalik
'& Ga G Ge
5 Fa F Ef
5 Qa Q b
B Ka K Ka
; Ia L El
; Ma M Em
5 Na N En
; Wa W We
R Ha H Ha
. Hamzah ' Apostrof
s Ya Y Ye

Hamzah (+) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya
tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (+) terletak di tengah

atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri
atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau
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diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa
tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Fathah A A
| Kasrah I I
{ Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa
gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
&l Fathah dan ya Ai Adanl
]l Fathah dan Iu AdanU
wau
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa
harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda,

yaitu:
Harkat dan Huruf
Nama dan Nama
Huruf
Tanda
L Fathah dan alif 3 a dan garis
= atau ya di atas
. i dan garis
- Kasrah dan ya 1 di atas
s Dammah dan i u dan garis
>~ wau di atas
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BAB 1
PENGANTAR FIKIH MUAMALAH

A. Pengertian Fikih Muamalah

Fikih muamalah sebagai suatu disiplin ilmu harus difahami
secara komprehensif. Pemahaman tersebut harus dimulai
dengan memahami pengertian dan maksudnya. Memahami
pengertian suatu disiplin dapat memberikan gambaran tentang
apa yang menjadi bahasan, ruang lingkup dan materi yang ada
di dalamnya.

Fikih muamalah secara bahasa terdiri dari dua kata, fikih
dan muamalah. Kedua kata ini harus dibedah masing-masing
dari sisi etimologi dan terminologi sebelum masuk ke dalam
pengertiannya secara majemuk.

Kata fikih merupakan kata serapan dari bahasa arab yang
diambil dari kata & 432, 435 yang berarti faham dan mengerti,
baik atas hal-hal yang kelihatan maupun yang tersembunyi. !
Allah swt. berfirman dalam surah Hud ayat 91,

[9) :350] UshS lhe 1S 4855 s Caad 15J6

Mereka berkpata, "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti
tentang apa yang kamu katakan”. [QS. Hud: 91]

Allah swt. juga berfirman,

1 Majma’ al-Lugah al-‘Arabiyah, Al-Mu’jam al-Wastt, jil. 2 (Kairo:
Maktabah al-Syurtq al-Dauliyah, 2004), h. 698.



Pengantar Fikih Muamalah
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Dan tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya,
tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. [QS. Al-Isra’: 44]

Sebagian ulama juga menambahkan bahwa kata fikih secara
bahasa berarti memahami sesuatu secara mendalam dan tidak
hanya sekedar tahu. Jika seseorang mengatakan ¢ld c4as (aku
mengerti perkataanmu) maka orang tersebut benar-benar
memahami maksud dan tujuan perkataan lawan bicaranya.2

Menurut terminologi, seperti mana yang diungkapkan oleh
mayoritas ulama, fikih adalah:

[Imu tentang hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan amal
perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.?

Ibnu khaldun menjelaskan bahwa pengetahuan tentang
hukum-hukum Allah swt. tentang amal perbuatan manusia
dalam term kewajiban, larangan, anjuran, makruh dan mubah
yang didapatkan dari al-Qur'an dan hadis serta dalil-dalil
lainnya sehingga ketika lahir konklusi hukum atas sebuah
perbuatan berdasarkan dalil maka itulah fikih.*

Pengertian ini menunjukkan bahwa fikih secara garis besar
bermuara pada perilaku dan tindak-tanduk manusia yang dapat
dilihat secara kasat mata. Baik dalam konteks vertikal atau
hubungan dengan Sang Pencipta maupun dalam konteks
horizontal atau hubungan sesama manusia.

Fikih yang diartikan dengan pemahaman ini tidak hanya
terbatas pada mengetahui hukum perbuatan, tetapi lebih dari

2 Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah al-Kuwaitiyah, Al-
Maust’ah al-Fighiyah al-Kuwaitiyah, jil. 1 (Kuwait: Dar Al-Salasil,
1427H), cet. 2, h. 12.

3 Ali Bin Muhammad al-Jurzani, Kitab al-Ta’rifat (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘llmiyah, 1983), cet. 1, h. 168.

4 Muhammad Ustman Syabir, Al-Madkhal Ila Figh al-Mu’amalat al-
Maliyah (Oman: Dar al-Nafa'is, 2010), cet. 2, h. 10.
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itu, fikih juga berarti memahami sumber-sumber hukum,
pendeduksian dalil, ‘illah hukum, magadsid hukum, sumber-
sumber hukum dan hal-hal substantif lainnya yang berkaitan
dengan hukum.>

Sedangkan kata muamalah berasal dari kata — Jol — Jsle
4ol dengan timbangan (wazan) delae — Jelay — Jelb yang
artinya berinteraksi dalam jual beli atau hal lainnya.6 Kata
muamalah juga dapat berarti jika kamu bermuamalah dengan
seseorang berarti kamu berinteraksi, bergaul atau berbaur
dengannya. Perlu digarisbawahi bahwa kata muamalah hanya
berlaku bagi manusia dan tidak berlaku bagi makhluk lain
seperti antar binatang.”

Dari sisi terminologi, muamalah memiliki berbagai definisi,
baik didasari oleh ruang lingkupnya maupun didasari dari sisi
penamaan sebagai suatu disiplin ilmu. Sebelum melihat definisi
muamalah sebagai suatu disiplin ilmu maka kita lihat terlebih
dahulu maksud dari muamalah berdasarkan ruang lingkupnya.
Perspektif yang berbeda-beda tentang ruang lingkup muamalah
setidaknya menghasil tiga jenis muamalah.

1. Jenis pertama

Berdasarkan jenis pertama, muamalah dapat diartikan
dengan:

E36 3054, WA 3 hgass o Lo Jad) dalhis)l daesd)l 26N
Slapal o @353 2155 & sladll 1 JIsal las 281 Al
3 325 B3 408915

Hukum syariat yang mengatur interaksi antar sesama manusia di
dunia, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan harta, wanita dari
sisi pernikahan dan perceraian, pertikaian, perkara-perkara, harta
warisan dan hal-hal lainnya.8

5> Muhammad Ustman Syabir, Al-Madkhal, h. 10.

6 Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, Mu’jam al-Lugah al-
"Arabiyah Al-Mu’asirah, jil. 2 (Kairo: ‘Alam al-Kutub, 2008), h. 1554.

7 Muhammad Ustman Syabir, Al-Madkhal, h. 11.

8 Ibid., h. 11.
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Pengertian ini didasari dari pembagian fikih kepada dua
bagian, ibadah dan muamalah. Oleh karena itu, setiap hal yang
mengatur hubungan antar manusia dari segal aspek masuk
dalam ruang lingkup muamalah.

Ibnu Abidin menyatakan bahwa muamalah terbagi ke
dalam lima bagian yaitu, transaksi keuangan, pernikahan,
pertikaian, amanah dan warisan.? Selaras dengan pembagian ini,
Muhammad Rawas Qal’ah i juga mengutarakan pengertian
yang hampir senada. Beliau memberikan definisi muamalah
dengan:

Bl bl s s 58

Aturan-aturan syariah yang berkaitan dengan perkara-perkara
duniawi.10

Dengan bahasa lain, muamalah berarti hukum-hukum
syara’ yang mengatur hubungan antar manusia di dunia dalam
segala bidang.

2. Jenis kedua

Jenis kedua memberikan pengertian lain muamalah. Dalam
hal ini muamalah adalah:

JW Jss & pgass 35 L0 Jald) dalia) &esd)l AE5Y)
A3 85 wlaass 353 7155 Be &5 LBl
Hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan antar manusia

di dalam aspek harta dan hubungan dalam rumah tangga, baik
pernikahan, perceraian, nafkah dan lain-lain.

Pengertian ini sering kita jumpai dalam Mazhab Hanafiyah.
Hal ini didasari dari persepsi mereka bahwa pernikahan
memiliki interaksi yang kuat, khususnya antar suami dan istri.
Oleh Kkarena itu, Jamaluddin Al-Rumy dalam bukunya

9 Ibnu Abidin, Radd al-Muhtar ‘ala al-Darr al-Mukhtar, jil. 1
(Beirut: Dar al-Fikr, 1992), cet. 2, h. 79.

10 Muhammad Rawas Qal’ah Ji, Mu’jam Lugah al-Fuqaha' li Qal’ah
Ji (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1988), cet. 2, h. 330.
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mengatakan bahwa pernikahan termasuk dalam pembahasan
muamalah.!!

3. Jenis ketiga

Berdasarkan jenis pertama. muamalah dapat diartikan
dengan

JB) s § pgass o o0 Jals3) daliia)) diesddl 2D

Hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan antar manusia
di dalam aspek harta.

Pengertian ini didasari dari pembagian fikih ke dalam
beberapa bagian, yaitu ibadah, mu’amalah maliyah, munakahat
(pernikahan), jindyah, ‘aldaqah  dauliyah  (hubungan
internasional) dan lain-lain. Ketika fikih dibagi ke dalam bagian
yang lebih besar di mana hukum pernikahan, hukum waris,
hukum pidana Islam berdiri sendiri maka istilah muamalah
menyempit menjadi hanya sebatas perihal harta dan keuangan.

Di antara definisi yang selaras dengan jenis ini adalah
definisi muamalah yang diutarakan oleh Prof. Ali Fikri. Menurut
beliau muamalah adalah:

GBI JAEEN Aawlsy LBl G aslally JIsadl U568 Ak Ale

[Imu yang mengatur pertukaran harta dengan harta dan manfaat
di antara manusia dengan cara pertukaran dan komitmen (pengikatan
atas sesuatu).12

Melihat tiga pembagian muamalah tersebut, dari yang
terluas sampai yang menyempit maka jenis ketiga lebih tepat
untuk menjadi definisi muamalah pada saat ini. Hal ini tidak
lepas dari persepsi masyarakat yang menganggap bahwa
muamalah selalu berkaitan dengan uang dan tuntunan keilmuan
yang mengarahkan kepada spesifikasi dan tidak lagi berkutat
dalam perkara-perkara yang umum. Maka tepat dirasa kalau

11 Jamaluddin al-Rumy, Al-‘Indayah Syarh al-Hidayah, jil. 3 (Beirut:
Dar al-Fikr, t.th), h. 385.

12 Ali Fikri, Mu’amalah al-Maddiyah wa al-'Adabiyah, jil. 1 (Kairo:
Mustafa al-Bab al-Halabi, 1998), cet. 1, h. 7.
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muamalah diartikan dengan hukum-hukum syariah yang
mengatur hubungan antar manusia dalam perkara harta.!3

Walaupun demikian, pengertian muamalah yang dijabarkan
ulama-ulama klasik dengan menjadikan muamalah dalam term
luas tidak mungkin untuk diacuhkan secara mutlak. Oleh karena
itu, untuk menghindari kerancuan dalam memahami ruang
lingkup fikih muamalah, para fugaha memberikan kata maliyah
atau keuangan di setiap lafaz fikih muamalah.

Selain pengertian muamalah dengan melihat ruang
lingkupnya, berikut adalah pengertian muamalah yang
dipaparkan oleh beberapa ulama.

Menurut Prof. Ali Fikri, muamalah adalah
GBI JAEN Aawlsy LB G asbally JIsadl UG8 Ak ale

[Imu yang mengatur pertukaran harta dengan harta dan manfaat
di antara manusia dengan cara pertukaran dan komitmen (pengikatan
atas sesuatu).14

Muhammad Rawas Qal’ah Ji mendefinisikan muamalah
dengan,

Aturan-aturan syariah yang berkaitan dengan perkara-perkara
duniawi.1s

Muhammad Ustman Syabir mendefinisikan muamalah
dengan,

LolEs e Caals &l JIsaYl 3, aalaiall o83 dnenl 8334l

ooy a3 A1) axlall o Bal) gl3555 s Tes Lgles , p8ad1 alls
83551 1By Je o8I alls JI5 &ye ;i G

13 Muhammad Ustman Syabir, Al-Mu’amaldat al-Maliyah al-
Mu’asirah (Oman: Dar al-Nafa'is, 2007), cet. 6. h. 12.

14 Ali Fikri, Mu’amalah al-Maddiyah wa al-"Adabiyah, jil. 1, h. 7.

15 Muhammad Rawas Qal’ah Ji, Mu’jam Lugah al-Fugaha’, h. 330.
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Pengetahuan yang mendalam tentang hukum-hukum yang
berhubungan dengan pertukaran harta yang digali dari maqgasid
(tujuan) hukum tersebut serta ‘llat (sifat) dan sumber-
sumbernya yang diselaraskan dengan tujuan umum dari syariat
Islam dan hal tersebut dimaksudkan agar hukum-hukum
tersebut dapat diimplementasikan ke dalam kasus-kasus baru.16

B. Pembagian Fikih Muamalah

Fikih muamalah memiliki banyak jenis. Jenis-jenis tersebut
tergantung dari dasar pembagiannya, apakah pembagiannya
berdasarkan muamalah dalam arti luas atau dalam arti sempit
atau berdasarkan karakteristiknya.

Seperti mana yang telah dipaparkan sebelumnya, Ibnu
Abidin membagi muamalah dalam arti luas sehingga muamalah
terdiri dari lima bagian, yaitu:

Mu’awadah maliyah (transaksi keuangan)
Mundakahat (hukum pernikahan)
Mukhdsamat (pertikaian)

Amanat

® [0 T P

Tirkah (warisan)'7

Mencerna pembagian di atas maka muamalah menjadi satu
pembahasan yang sangat luas. Setiap interaksi antar manusia
masuk ke dalam ruang lingkup muamalah. Hal ini
memungkinkan bila muamalah dikembalikan ke artinya secara
bahasa, yaitu interaksi sesama manusia. Tetapi hal ini membuat
muamalah menjadi ruangan besar yang diisi dengan perkara-
perkara yang berbeda-beda bahkan tidak berhubungan
sehingga sekat atau pembatas sangat penting untuk
memperjelas setiap bagian yang ada.

Dalam era kontemporer, ulama sudah mengklasifikan
interaksi antar manusia sesuai dengan rumpunnya masing-
masing. Pernikahan dan segala yang berkaitan dengannya

16 Muhammad Ustman Syabir, Al-Madkhal, h. 13.
17 Ibnu Abidin, Radd al-Muhtar, jil. 1, h. 79.
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seperti mahar, syarat sah pernikahan dan perceraian dibahas
secara khusus dalam fikih munakahadt. Hal-hal yang berkaitan
dengan harta warisan difokuskan pada fikih waris atau tirkah.
Demikian pula dengan tindak pidana, seperti pembunuhan,
pencurian dan lain sebagainya dirincikan di dalam pembahasan
fikih jinayah.

Pemisahan ini dianggap penting karena objek pembahasan
setiap rumpunya sangat berbeda. Kajian dalam satu bidang
tidak bersinggungan dengan bidang yang lain. Fikih munakahat
atau pernikahan hampir tidak bersinggungan dengan fikih
siyasah atau politik. Begitu juga fikih jinayah hanya mempunyai
korelasi yang sangat sedikit dengan mu’amalah maliyah. Wajar
bila mu’amalah maliyah atau transaksi keuangan berdiri sendiri
tanpa harus bersinggungan dengan fikih muamalah yang
lainnya.

Istilah fikih muamalah masa ini juga mengalami
penyempitan makna. Pengistilahan muamalah saat ini selalu
dikaitkan dengan transaksi-transaksi keuangan. Jarang kita
dengar muamalah difahami sebagai pidana Islam ataupun
warisan. Penyempitan makna ini memberikan efek positif bagi
pengkajian ilmu fikih mu’amalah maliyah. Buku-buku atau
kajian-kajian muamalah hanya fokus pada akad-akad keuangan
tanpa bersinggungan lagi dengan pembahasan yang lain.

Ali Fikri dalam bukunya al-Mu’dmalah al-Maddiyah wa al-
Adabiyah menjelaskan bahwa muamalah dapat dibagi menjadi
dua bagian:

1. Al-Mu’amalah al-Maddiyah adalah muamalah yang mengkaji
objek transaksi. Hal ini yang membuat sebagian ulama
berpendapat bahwa al-Mu’amalah al-Maddiyah adalah
muamalah yang bersifat kebendaan karena salah satu unsur
muamalah adalah benda, baik benda halal, haram dan
syubhat. Begitu juga sifat-sifat lain dari benda tersebut
sehingga dapat mempengaruhi keabsahan sebuah transaksi.

2. Al-Mu’amalah al-Adabiyah adalah muamalah yang ditinjau
dari aspek adab dan tata aturan transaksi. Jujur, amanah,
jelas, tanpa paksaan merupakan instrumen yang sangat
mempengaruhi perjalanan kesuksesan dan keabsahan
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transaksi. Hal ini dapat dikategorikan dalam hak dan
kewajiban pihak-pihak yang bertransaki.

Sedangkan = Muhammad Ustman Syabir membagi
mu’dmalah maliyah berdasarkan karakteristiknya menjadi
beberapa bagian sebagai berikut,8

1. Mu’awadah (tukar-menukar)

Mu’awadah (4>3\xs) secara bahasa berasal dari kata ‘iwad
(ganti) yaitu mengganti atau menukar sesuatu karena
menerima sesuatu yang lain. Dalam istilah, mu’awadah
adalah pertukaran dua benda atau penyerahan kadar dan
ukuran yang selaras dari setiap pihak karena mendapat
sesuatu dari pihak yang lain.

Contoh dari mu’awadah adalah jual beli di mana ada
pertukaran benda dengan benda. Selain itu, ada akad sewa
di mana di dalamnya ada pertukaran benda atau alat tukar
dengan manfaat.

2. Tabarru’

Secara bahasa, tabarru’ (¢5) adalah melakukan perbuatan
sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan menurut
istilah, tabarru’ adalah pemberian seseorang, baik berupa
harta maupun manfaat, kepada pihak lain tanpa adanya
kompensasi. Mayoritas akad ini ditujukan untuk perbuatan
sosial dan amal kebaikan.

Dari sisi perpindahan kepemilikan, akad tabarru’ memiliki
persamaan dengan mu’awadah. Dalam kedua akad tersebut
barang yang diserahkan menjadi milik penerima walaupun
dalam mu’awadah penyerahan barang atau manfaat diiringi
dengan penerimaan nilai yang sesuai.

Contoh dari tabarru’ adalah akad hibah, wasiat, wakaf, dan
i‘arah. Akad-akad tersebut memiliki satu persamaan yaitu
memberikan harta atau manfaat kepada pihak lain tanpa
adanya kompensasi atas apa yang diberikannya.

18 Muhammad Ustman Syabir, Al-Madkhal, h. 44-57.
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3. Isqat (pembatalan/pengguguran)

Dari sisi bahasa, isqat (bliw)) berarti inzal atau iqa’ yang
berarti menjatuhkan atau menggugurkan, baik untuk hal
yang bersifat materi atau immateri. Secara istilah, isqat
berarti menggugurkan kepemilikan atau hak si pemilik atau
orang yang berhak.l® Pengertian ini menunjukkan bahwa
isqdt berlaku pada kepemilikan dan hak.

Contoh isqat antara lain adalah perceraian, memerdekakan
budak, syufah, penghapusan utang, dan lain sebagainya.
Imam Sarkhasy berkata bahwa isgat tanpa ganti rugi sama
dengan tabarru’ yang memindahkan kepemilikan tanpa
ganti rugi.2o

4. lItlag

Secara bahasa itlaq (b)) memiliki arti izin, membebaskan,
melepaskan, atau tanpa ikatan. Sedangkan pengertian itldq
adalah memberikan izin atau membebaskan seseorang
untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya dia tidak
mempunyai hak untuk melakukan tindakan atau perbuatan
tersebut.

Pada prinsipnya, seseorang hanya boleh melakukan sesuatu
atas nama dirinya atau atas benda atau manfaat yang
menjadi miliknya. Seseorang tidak boleh melakukan suatu
tindakan apapun atas barang, manfaat maupun hak yang
bukan miliknya. Akan tetapi, pada pratiknya, manusia
terkadang tidak dapat melakukan beberapa urusan secara
pribadi atau langsung. Dia membutuhkan orang lain untuk
menggantikan posisinya. Contoh itlaq adalah akad wakalah
atau perwakilan, di mana seseorang memberikan izin
kepada orang lain untuk menggantikan posisinya sesuai
dengan kesepakatan.

19 Nazih Hammad, Mu’jam al-Mustalah al-Maliyah wa al-
Iqtisadiyah fi Lugah al-Fugaha' (Damaskus: Dar al-Qolam, 2008), cet.
1, h. 60.

20 Muhammad bin Ahmad al-Syarkhasy, Al-Mabsiit, jil. 25 (Beirut:
Dar al-Ma'rifah, 1993), h. 162.
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5. Taqyid
Taqyid (4«&) dalam bahasa berarti mengikat, membatasi
atau menghalangi. Sedangkan dalam terminologi, taqyid
berarti membatasi atau menghilangkan izin bagi pihak yang
sebelumnya mendapat izin untuk melakukan suatu
perbuatan. Taqyid merupakan kebalikan dari itlagq.

Contoh dari taqyid adalah penghentian wakalah,
pemberhentian hakim, nadzir wakaf dan lain sebagainya.
Selain itu, hajr juga merupakan contoh dari taqyid di mana
seseorang dibatasi haknya karena suatu alasan seperti
orang gila yang dikarantina.

6. Musyarakah

Secara bahasa, musyarakah (45)Lis) adalah perkongsian atau
perserikatan dan dapat juga dikatakan dengan
pencampuran harta dari pemilik yang berbeda. Dalam
terminologi, musyarakah berarti percampuran dua porsi
atau lebih dari beberapa pihak.

Musyarakah atau syirkah merupakan salah satu jenis
transaksi yang banyak dilakukan oleh pengusaha dalam
menghasilkan keuntungan. Contoh akad musydrakah adalah
mudarabah, syirkah, musaqqah dan lain sebagainya.

7. Tausiq

Menurut etimologi, tausiq (&<s3) berarti mempercayakan
sesuatu atau bersandar kepada sesuatu. Sedangkan tausiq
dalam terminologi berarti akad yang memberikan kepastian
bagi debitur atas piutang yang diberikannya akan dibayar
dengan adanya jaminan dari kreditur.

Pengertian ini menunjukkan bahwa esensi dari tausiq
adalah adanya jaminan, garansi atau asuransi atas hak yang
dimiliki seseorang karena tujuan utama dari akad ini adalah
menjaga harta dan hak orang lain. Beberapa contoh tausiq
adalah akad gadai, kafalah, dan hawalah.

8. Istihfaz
Istihfaz (Lle>swl) menurut bahasa berasal dari kata al-hifz

yang berarti menjaga. Sedangkan menurut terminologi,
istihfadz adalah setiap akad yang terjadi antar dua belah

11
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pihak dengan tujuan untuk menitipkan dan menjaga barang.
Istihfdz dikenal juga dengan akad amanah karena si
penerima barang mendapat amanah orang lain untuk
menjaga hartanya. Contoh istihfaz adalah akad wadr’ah atau
akad titipan.

Ruang Lingkup Fikih Muamalah

Menurut Prof. Ali Fikri, maka ruang lingkup fikih muamalah
dibagi menjadi dua bagian,

a.

Al-Mu’amalah al-Adabiyah

Hal-hal yang termasuk bahasan al-Mu’amalah al-
Adabiyah  adalah saling meridhai, tidak ada
keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban,
kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, dan segala
sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada
kaitannya dengan peredaran harta.

Al-Mu’dmalah al-Maddiyah

1. Jual beli (bai”)

2. Gadai (rahn)

3. Jaminan/tanggungan (kafalah)

4. Pemindahan utang (hawalah)

5. Bangkrut (taflis)

6. Pembatasan untuk bertindak (hajr)

7. Perseroan atau perkongsian (syirkah/ musyarakah)

8. Kerjasama lahan pertanian (musaqah/
mukhabarah)

9. Upah (ujrah)

10. Sayembara (ji’alah)

11. Pembagian kekayaan bersama (qismah)

12. Pemberian (hibah)

13. Pembebasan utang atau kewajiban (ibra"),

14. Perdamaian (sulh)

15. Pembelian barang lewat pesanan (salam/salaf)
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16. Peminjaman uang (qard)
17. Pinjaman barang (ariyah)
18. Sewa menyewa (ijarah)

19. Penitipan barang (wadr’ah) dan beberapa masalah
lainnya.2!

D. Tinjauan Islam Terhadap Muamalah

Muamalah atau interaksi keuangan merupakan salah satu
perkara penting dalam Islam. Islam sebagai pedoman hidup
mengatur semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali
interaksi keuangan antar manusia. Untuk mengakomodasi itu,
ulama menjabarkan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis Rasulullah
dalam disiplin ilmu fikih muamalah. Terkait muamalah, ada
beberapa hal terkait pandangan Islam terhadap muamalah
secara umum, di antaranya,

1. Islam tidak menciptakan muamalah dalam masyarakat

Islam tidak menciptakan praktik-praktik transaksi
keuangan pada masyarakat. Ketika Islam datang melalui
Rasulullah saw. maka telah ditemukan praktik-praktik ekonomi
pada masa itu. Pada masa itu, segala kegiatan ekonomi seperti
jual beli, sewa-menyewa, pengadaian, penanaman modal dan
lain sebagainya berjalan sesuai Kkeinginan mereka dan
berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Oleh karena itu, istilah-
istilah kegiatan dan praktik keuangan seperti bai’, syirkah,
mudarabah, qard dan istilah lainnya telah dikenal luas pada
masa itu. Fakta tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah saw.
yang menerangkan bahwa beliau pernah melakukan praktik
syirkah sebelum menjadi Rasul. Rasulullah saw. bersabda,

[Bladally axle ol olg)] Ls:@lzxj Y5 ‘Lf)\ljj‘k:abf;p 2 525

Diriwayatkan dari Sa‘ib, Nabi saw. bersabda, “Dulu pada jaman
jahiliyah engkau menjadi mitraku (dalam berdagang), engkau mitra

21 Rachmat Syafe’i, Fikih Muamalah Maliyah (Bandung: Pustaka
Setia, 2001), h. 15.
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yang paling baik, engkau tidak mengkhianatiku dan tidak
membantahku.” [HR. Ibnu Majah dan Thabrani]??

Terkait praktik ekonomi masa itu, Islam datang dengan
fungsi untuk memperbaiki, dan membersihkan. Beberapa
praktik yang dianggap merugikan satu pihak, bersifat tidak jelas,
adanya unsur paksaan, berpotensi membahayakan dan lain
sebagainya dibersihkan oleh syariat Islam. Ketika alur sebuah
praktik sesuai dengan maslahat, maka pratik tersebut tetap
dipertahankan dan ketika ada unsur yang membahayakan dan
menyalahi kebaikan maka dihindari bahkan diharamkan.23

2. Islam mengatur muamalah dengan kaidah-kaidah umum.

Syariat Islam datang dengan aturan-aturan umum yang
mengatur pratik-pratik muamalah. Aturan umum ini yang
kemudian menjadi acuan sebagian besar transaksi keuangan
yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat
manusia. Beberapa di antara kaidah tersebut adalah,

a. Adanya Ridha dan Kebaikan Bagi Jiwa

Ridha dalam muamalah menjadi salah satu unsur yang
penting. Hal ini sesuai dengan firman Allah ta’ala:

258 _

055 &1 3] Jelly s 0540 586 J 15iaT ) &
[Y reladll] e &80 215 2 B350

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. [QS. Al-Nisa: 29]

Firman Allah ta’ala,

22 Muhammad Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, jil. 3 (Beirut: Dar al-
Risalah al-Alamiyah, 2009), cet. 1, h. 388. Lihat juga, Abu al-Qasim al-
Thabrani, Al-Mu’jam al-Kabir, jil. 7 (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyabh,
t.th), cet. 2, h. 140.

23 Muhammad Ustman Syabir, Al-Madkhal, h. 17-19.
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Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah)
kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya
kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang
lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu
mengetahui. [QS. Al-Bagarah: 188]

Ibnu Arabi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini
merupakan salah satu ayat yang mencakup aturan-
aturan muamalah. Bahkan akad-akad mu’awadah
dibangun di atas konsep ayat ini.2* Ayat ini menjadi
landasan dilarangnya akad yang mengandung tipu
muslihat, perjudian, dan hal-hal yang mengandung
pengambilan hak orang lain secara batil. Rasulullah
bersabda,

(el olgy] oo ol oy Y] gl 16,21 Ubs g I

Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar
kebaikan jiwa darinya. [HR. Imam Baihagqi]?®

b. Menepati janji dan kesepakatan

Kesepakatan atau kontrak merupakan bagian dari
transaksi antar dua pihak, baik kesepakatan yang
dibangun secara sederhana berdasarkan kebiasaan
masyarakat tersebut maupun kesepakatan multiakad.
Setiap pelaku transaksi harus memenuhi rukun, syarat
dan kesepakatan yang telah disepakati. Allah swt.
berfirman,

’Ta

LoJl] 592330 15951 T5hale 507 TS

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. [QS.
Al-Maidah: 1]

24 [bnu Arabi al-Maliki, Ahkdm al-Qur’an, jil. 1 (Beirut: Dar Al-
Kutub al-Ilmiyah, 2003), cet. 3, h. 137.

25 Abu Bakar Baihaqi, Al-Sunan al-Kubra, jil. 6 (Beirut: Dar al-
Kutub al-Ilmiyah, 2003), cet. 3, h. 166.
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C.

Larangan berbuat garar (ketidakjelasan/penipuan)

Gharar  adalah  sesuatu  yang mengandung
ketidakjelasan atau adanya unsur penipuan. Rasulullah
saw. bersabda,

@@3@4&\&o4ﬂ\dﬁ)u“w‘wwu‘
[lle pledl ols)] . 530l s B2

Diriwayatkan dari Sa’'id bin Musayyib bahwasannya
Rasulullah saw. melarang jual beli garar. [HR. Imam Malik]2¢

Imam Saraskhy mengatakan bahwa garar adalah
sesuatu yang mengandung dampak dan akibat yang
terselubung.?? Oleh karena itu, tujuan dari pelarangan
garar adalah tindakan preventif untuk mencegah
kerugian bagi salah satu pihak di masa yang akan
datang karena adanya ketidakjelasan. Akan tetapi,
garar yang dilarang adalah garar besar atau garar yang
terkait objek transaksi tersebut. Seperti ketidakjelasan
warna atau ukuran baju yang dibeli. Seseorang pada
dasarnya membeli pakaian yang sesuai dengan ukuran
dan warna yang diinginkannya. Sedangkan garar
ringan dimaafkan jika tidak menganggu tujuan utama
dari objek barang seperti ketidaktahuan pembeli
tentang di mana benang pakaian itu diproduksi.

Beberapa jenis akad yang memiliki unsur garar adalah
akad hasah, munabazah, dan mulamasah.

Larangan melakukan riba

Ulama fikih sepakat atas keharaman pratik riba. Riba
secara bahasa berarti tambahan. Sedangkan riba dalam
konteks gard adalah kelebihan atau keuntungan yang
disyarakat bagi salah satu pelaku transaksi tanpa
diiringi timbal balik yang dibenarkan syariat. Allah swt.
berfirman:

26 Malik bin Anas, Muwatta', jil. 4 (Abu Dhabi: Muassasah Zaid bin
Sulthan Ali Nahyan, 2004), cet.1, h. 960.
27 Muhammad bin Ahmad al-Syarkhasy, Al-Mabstit, jil. 13, h. 194.
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan
riba dengan berlipat ganda. [QS. Ali Imran: 130]

Keharaman riba juga dipertegas dengan hadis
Rasulullah saw.,

G31 ST @l ade 2l Lo 4l Ugdes (3 106 PN
(s ol50] 215 b 165 eidalas (585 AS543

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata,
“Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, yang memberikan
riba, pencatat transaksi riba dan kedua saksinya.” Dan Beliau
bersabda, “Mereka semua sama.” [HR. Muslim]?28

Riba yang pertama kali dilarang adalah riba jahiliyah
yaitu riba karena adanya penambahan tempo
pembayaran utang. Dalam jual beli juga terdapat
larangan pratik riba yaitu riba fadl dan riba nasi‘ah.

e. Larangan melakukan gimar (perjudian atau spekulasi)
Qimar adalah permainan atas harta di mana pemenang
mengambil harta yang kalah, siapapun itu. Atau dapat
juga dijabarkan dengan menggantungkan peruntungan

atau spekulasi dengan cara yang tidak benar dan
berbahaya.

Qimar merupakan bagian dari garar karena terdapat
ketidakjelasan di dalamnya. Allah swt. berfirman,

ey A1 OLaVls sudalls 3asdl W) 163eT 5uddl & 6
4+ Buslall] .92t &IaT 852336 QURLESI a2 (o

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib
dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka

28 Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, Sahih Muslim, jil. 3 (Beirut: Dar
Thya’ al-Turas al-Arabij, tth), h. 1219.
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jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
kemenangan. [QS. Al-Maidah: 90]

f. Kewajiban berlaku adil dan larangan berbuat zalim

Berlaku adil dan tidak berbuat zalim merupakan aturan
general dalam syariat Islam, tidak terkecuali
muamalah. Dalam muamalah, Islam melarang
memakan harta orang lain dengan zalim dan harus
menjunjung tinggi sikap adil dalam segala aspek
kehidupan. Allah swt. berfirman:

[A :Baslall]daaall 213gd ol Gal3B 16358 18T 0l T L

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,
menjadi saksi dengan adil. [QS. Al-Maidah: 8]

3. Islam mengikat muamalah dengan akidah dan akhlak

Akidah adalah dasar agama yang menjadi landasan seorang
muslim dalam melakukan aktifitas. Dalam perkara harta, Islam
menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta
adalah milik Allah dan manusia hanya sebatas
memanfaatkannya. Kepemilikan manusia terhadap harta
bukanlah kepemilikan secara hakiki, tapi sebatas amanah dari
Allah swt. Manusia tidak dibenarkan menjadikan harta sebagai
tujuan utama tetapi hanya sebagai wasilah untuk mendapatkan
ridha Allah swt. Menumbuhkan kesadaran bahwa ridha Allah
swt. adalah tujuan utama dapat menjadi benteng bagi umat
muslim dari transaksi-transaksi yang diharamkan

Selain itu, Allah swt. juga memerintahkan manusia untuk
mencari rezeki dengan jalan yang benar dan menjauhi perilaku
yang merugikan orang lain serta tidak memperturut hawa nafsu
dalam melakukan segala aktifitas duniawi.

Dalam Islam, akhlak juga menjadi salah satu landasan umat
Islam dalam beraktivitas, termasuk aktivitas muamalah. Oleh
karena itu, sikap jujur, amanah, menepati janji, menjaga
perkataan, merupakan sikap yang sangat ditekankan dalam
melakukan aktivitas muamalah. Hal yang demikian itu
menunjukkan bahwa Islam ingin menjadikan segala tindakan
umatnya terarah dan membawa rahmatan bagi segenap insan.
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4. Praktik muamalah harus sejalan dengan magqasid syari’ah.

Magqgadsid  syari’ah  bertujuan  untuk  memastikan
terpenuhinya tujuan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.
Syariat datang untuk memastikan kemaslahatan bagi manusia
dan menjauhkan hal-hal yang merusak dan membahayakan bagi
mereka. Dalam magqdsid syari’ah, ada lima hal primer yang tidak
boleh dinafikan karena berkaitan dengan kemaslahatan hidup
seorang muslim. Kelima hal tersebut adalah menjaga agama,
jiwa, akal, keturunan dan harta.

Islam sebagai agama paripurna menjadikan tindakan
menjaga harta sebagai salah satu tujuan utama syariat. Menjaga
harta tidak boleh difahami sebatas menjaganya dari tindakan
pencurian semata. Lebih dari itu, memastikan kesucian harta
termasuk tindakan menjaga harta. Kesucian harta juga dimaknai
dengan dual way, yaitu kesucian dari dan kemana. Seorang
mukmin tidak hanya memikirkan kehalalan sumber harta tetapi
juga harus dapat memastikan kebaikan konsumtif harta
tersebut. Oleh karena itu, pelaku muamalah, sebagai ranah
perputaran uang, harus memastikan bahwa segala transaksinya
tidak berbeturan dengan aturan syariat.

Selain menjaga harta, menjaga maqasid syari’ah lainnya
juga berhubungan erat dengan muamalah. Seseorang tidak
mungkin dapat menjaga pengamalan nilai-nilai agama, menjaga
keberlangsungan hidup, membina rumah tangga serta menjaga
akal tanpa melakukan pratik-pratik muamalah dan harta. Perlu
disadari bahwa harta, walaupun bukan yang paling penting,
memiliki posisi strategis dalam memastikan keberlangsungan
magqasid syari’ah dalam diri setiap muslim.

E. Karakteristik Fikih Muamalah

Fikih muamalah dihimpun dalam satu pembahasan khusus
karena memiliki ciri khas dan kekhususan sehingga
memungkinkan dibahasa secara mandiri. Selain didasari oleh
ruang lingkup di seputar harta dan uang, fikih muamalah juga
memiliki karakteristik yang menunjukkan identitasnya.
Beberapa karakteristik fikih muamalah adalah sebagai berikut,

1. Hukum asal muamalah adalah mubah.
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Jika hukum dasar aktifitas ibadah adalah larangan sampai
ada dalil yang memerintahkan maka hukum dasar pada
muamalah adalah kebalikannya. Dalam muamalah, setiap orang
berhak melakukan segala bentuk aktivitas muamalah selama
tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, kreativitas,
dinamisasi, modernisasi, digitalisasi dan fleksibelisasi sangat
dituntut dalam muamalah. Istilah bid’ah yang selama ini sering
menjadi term dalam ranah ibadah sama sekali tidak dikenal
dalam ranah muamalah dan transaksi keuangan.

Ulama sepakat atas hukum asal muamalah tersebut.
Kebebasan tersebut dapat dilihat dari beberapa hadis
Rasulullah saw. Beliau bersabda,

[(©ldlolgy] dgbogrd i Hsaladl)

Kaum muslimin itu sesuai persyaratan yang mereka sepakati.
[HR. Bukhari]?°

Dalam riwayat yang lain dikatakan,

3
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Diriwayatkan dari Amru bin ‘Auf al Muzanni bahwa Rasulullah
saw. bersabda, “Perdamaian itu boleh di antara kaum muslim kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram dan kaum muslim sesuai dengan kesepakatannya kecuali syarat
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. [HR.
Al-Daruquthni]3°

L

Kedua hadis ini menunjukkan bahwa setiap muslim
diberikan ruang seluas-luasnya untuk melakukan kesepakatan
selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan umum yang

29 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, jil. 3
(Beirut: Dar Thuq al-Najah, 1422 H), cet. 1, h. 92.

30 Abu Hasan al-Daruquthni, Sunan al-Daruqutni, jil. 3 (Beirut:
Muassasah Al-Risalah, 2004), cet. 1, h. 426.
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telah ditetapkan syariat. Setiap kesepakatan, perjanjian,
perdamaian atau persyaratan seyogyanya hanya membutuhkan
persetujuan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Islam tidak
memberikan aturan yang rinci dan detail tentang tata cara
transaksi. Semua itu diserahkan kepada kehendak pasar dan
pelaku usaha. Islam hanya memberikan aturan-aturan yang
bersifat general dalam rangka memastikan bahwa transaksi
sesuai dengan tujuan syariah.

Dalam berhukum atas muamalah, tidak boleh orang
bertanya apa dalil atas kebolehan melakukan akad tersebut atau
meminta penjelasan sumber hukum kepada seseorang kenapa
melakukan transaksi tersebut. Pihak yang seharusnya
menjelaskan dalil adalah pihak yang melarang atau yang
mengharamkan suatu transaksi. Hal ini merupakan kebalikan
dari ibadah di mana seseorang harus dapat menjelaskan dasar
atau dalil dalam melakukan ibadah.

Walaupun demikian, para ulama tetap harus menganalisis
dan melakukan tinjauan hukum terhadap setiap kontrak-
kontrak keuangan, khususnya setiap kemunculan kontrak atau
transaksi jenis baru. Hal ini penting dilakukan mengingat
banyak masyarakat awam yang tidak mengerti aturan syariat
sehingga mereka membutuhkan arahan dan bimbingan ulama
untuk menyakinkan mereka bahwa yang mereka lakukan itu
sesuai dengan syariat Islam.

2. Rasionalitas sebab dan kemaslahatan adalah metode
bermuamalah.

Pada dasarnya, sebagian besar ibadah dalam Islam adalah
gair ma’qiilah ma’na atau sebab pensyariatannya tidak dapat
dilogikakan. Kenapa shalat harus lima kali sehari semalam,
kenapa puasa wajib dilaksanakan di bulan Ramadhan dan bukan
Muharram atau kenapa gerakan shalat harus seperti yang kita
ketahui saat ini. Itu semua termasuk dalam ruang lingkup
‘ibddah mahdah atau ibadah yang pensyariatannya murni
karena adanya perintah dari Allah dan bukan karena sebab atau
alasan yang berasal dari akal manusia. Imam Syathibi dalam al-
Muwafaqat berkata,
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Hukum asal dalam ibadah bagi mukallaf adalah penyembahan
(kepatuhan) tanpa melihat kepada makna (sebab) dan hukum asal
adat (kebiasaan) adalah melihat kepada makna (sebab).31

Kaidah ini mengambarkan bahwa dalam bermuamalah
kemaslahatan harus diperhatikan, walaupun harus tetap
mengindahkan larangan-larangan yang bersifat gat’i atau pasti.
Jika terdapat pratik muamalah yang dilarang berlandaskan nas-
nas yang ada tetapi karena adanya kemaslahatan maka suatu
akad dapat diperbolehkan dengan tetap memperhatikan sebab-
sebab pelarangan tersebut.

Contohnya adalah larangan menjual beli obyek yang tidak
atau belum ada karena dapat menimbulkan perselisihan di
kemudian hari. Obyek yang dijual haruslah sesuatu yang ada
dan diserahkan ketika akad yang kemudian dikenal dengan
istilah taqabud. Akan tetapi di saat yang bersamaan Rasulullah
saw. juga membolehkan jual beli pesanan yang dikenal dengan
istilah bai’ salam. Secara kasat mata, terdapat kontradiksi di
antara dua jenis jual beli tersebut. Akan tetapi jual beli pesanan
dibutuhkan karena adanya kemaslahatan di dalamnya.
Beberapa alasan pentingnya jual beli pesanan seperti ketiadaan
barang pada waktu akad, tempat produksi barang yang jauh,
kepastian bagi pembeli bahwa dia dapat mendapatkan barang
yang diinginkannya atau penjual yang membutuhkan modal dan
waktu dalam memproduksi barang yang diinginkan pembeli.
Alasan-alasan inilah yang kemudian membolehkan adanya jual
beli pesanan dengan menghadirkan syarat dan ketentuan
khusus untuk menghindari misintepretasi di kemudian. Syarat
mutlak jual beli pesanan adalah kejelasan dan kesepakatan atas
sifat-sifat barang pesanan seperti ukuran, warna, bentuk, bahan
dan lain sebagainya.

31 Al-Syathibi, AI-Muwafaqat, jil. 2 (Kairo: Dar Ibn Affan, 1997), cet.
1,h.513.

22



Pengantar Fikih Muamalah

3. Praktik muamalah pada umumnya bersandar pada
kebiasaan masyarakat.

Praktik muamalah yang berlaku pada masyarakat pada
umumnya adalah sesuatu yang disepakati oleh masyarakat itu
sendiri, baik secara lisan maupun non lisan. Pelabelan transaksi,
nilai kebendaan, penetapan harta, cara pembelian, pelayanan
dan lain sebagainya tidak diatur secara detail oleh syariat.
Syariat hanya memberikan aturan-aturan umum yang
bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan, perselisihan,
penipuan dan hal-hal negatif lainnya. Sedangkan hal-hal teknis
diserahkan kepada kebiasaan dan kesepakatan masyarakat.

4. Kolaborasi antara syariat dan hukum manusia

Salah satu kelebihan muamalah adalah sifatnya yang
affordable (penerimaan) terhadap syariah dan hukum buatan
manusia. Hal ini didasarkan pada hukum asal muamalah yaitu
kebolehan. Syariah tidak merincikan tata cara suatu akad serta
alurnya. Alur suatu akad kembali kepada kemaslahatan yang
ada. Di sinilah hukum atau pemerintah mempunyai legalitas
yang dibenarkan syariah untuk membuat aturan yang bertujuan
untuk kemaslahatan semua pihak yang bertransaksi. Peraturan
pemerintah dalam syariah yang tidak bertentangan dengan
syariat harus dipatuhi oleh masyarakat. Tidak mematuhi
pemimpin yang adil termasuk perbuatan yang dilarang oleh
syariat.

F. Fikih Muamalah Dalam Undang-Undang

Secara ekplisit, tidak ada peraturan perundang-udangan
yang memasukkan fikih muamalah secara utuh ke dalam
bagiannya. Undang-undang hanya mengatur hal yang berkaitan
dengan perbankan syariah yang memang dirasa sangat penting
oleh masyarakat. Hubungan yang bersifat akomodatif antara
masyarakat muslim dengan pemerintah yang berkuasa telah
menghasilkan  keputusan dan langkah-langkah yang
mengakomodasi kepentingan bersama. Salah satu kepentingan
masyarakat adalah dapat melaksanakan kegiatan ekonomi yang
tidak didasarkan pada bunga. Masyarakat berkepentingan
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untuk mendapatkan lembaga yang dapat melayani transaksi
kegiatan yang tidak berbasis bunga.32

Terwujudnya undang-undang yang mengatur perbankan
syariah melewati jalan panjang. Di era tahun 1970-an,
masyarakat muslim Indonesia diliputi pengharapan untuk
dapat melakukan transaksi yang berbasis syariah. Hal ini tidak
lepas dari pengaruh munculnya Mit Ghamr Bank yang ada di
Mesir pada dekade 1960-an dan Islamic Development Bank
pada 20 Oktober 1975.

Pada 1990, MUI mengadakan lokakarya pendirian bank
syariah. Pada tahun 1992 dikeluarkanlah Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur bunga
dan bagi hasil (dual banking system). Ketentuan bagi hasil
sebagai salah satu landasan prinsip transaksi syariah yang
terdapat dalam undang-undang tersebut menjadi dasar hukum
beroperasinya bank syariah di Indonesia.

Optimisme atas perbankan syariah menguat seiring
keberhasilannya dalam menghadapi krisis moneter. Hal ini
berdampak kepada penguatan legalitas perbankan syariah.
Pemerintah kemudian memberikan landasan hukum yang lebih
kuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan. Pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 yang salah satu pasalnya mengatur
kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah.

Undang-undang yang paling penting dalam perjalanan
perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Undang-Undang ini,
prinsip kerja perbankan syariah diatur dan kemudian
dilindungi oleh Negara.

32 Jundiandi, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia
(Malang, UIN Malang Press, 2017), cet. 2, h. 26.
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